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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan 

penulis di atas, penulis berkesimpulan bahwa : 

1. Perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan 

dalam pembuatan perjanjian adalah : 

a. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang dibuat dengan 

adanya unsur penyalahgunaan keadaan tidak tepat bila langsung 

dinyatakan batal demi hukum, meskipun pada prakteknya di 

masyarakat antara dapat dibatalkan dengan batal demi hukum itu sama 

saja, tetapi secara normatif kedua hal tersebut adalah dua hal yang 

berbeda. Dasar pertimbangannya adalah karena kebutuhan pihak yang 

lebih lemah terhadap perjanjian tersebut, dan tidak adanya pelanggaran 

terhadap syarat obyektif perjanjian. 

b. Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor itikad baik dalam 

perjanjian dengan berdasarkan pada Pasal 1338 BW. Pengertian itikad 

baiknya dapat diambil dari salah satu doktrin mengenai itikad baik 

yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Doktrin juga dapat 

digunakan sebagai sebuah sumber hukum yang terakhir bila memang 

sumber-sumber hukum yang lain seperti undang-undang, kebiasaan, 

traktat, dan yurisprudensi tidak mengatur hal yang sama. 
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2. Perubahan hukum positif Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya 

penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian adalah : 

a. Perlu dibuat suatu undang-undang baru yang secara khusus dan 

spesifik mengatur mengenai perjanjian seperti yang dilakukan oleh 

negara-negara lain. Misalnya seperti adanya Unfair Contract Terms 

Act di Uni Eropa, Contracts Review Act di Australia, Covenant of 

Good Faith and Fair Dealing di Amerika Serikat, Misrepresentation 

Act di Inggris, dan sebagainya. 

b. Prinsip larangan adanya undue influence dalam pembuatan sebuah 

perjanjian yang berlaku di negara-negara lain sebaiknya diadopsi 

sebagai sebuah ketentuan hukum pemaksa dalam bentuk sebuah 

undang-undang yang khusus mengatur mengenai perjanjian, atau 

paling tidak dalam bentuk yurisprudensi oleh hakim. Prinsip larangan 

adanya undue influence ini adalah prinsip yang paling mendasar, 

paling penting, dan paling tepat dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan 

perjanjian. 

c. Pasal 1338 BW sebagai satu-satunya pasal di dalam BW yang memuat 

mengenai itikad baik dalam konteks perjanjian secara umum sebaiknya 

sedikit dirubah ketentuannya. Bunyi ketentuan Pasal 1338 BW alinea 

ketiga adalah : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik”, sebaiknya bunyi ketentuan pasal tersebut sedikit dirubah 
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menjadi : “Suatu perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan 

itikad baik”. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya penulis 

mencoba memberi saran demi kemajuan hukum perjanjian Indonesia, yaitu : 

1. Keberanian hakim Indonesia untuk membuat sebuah penemuan hukum 

baru harus lebih ditonjolkan seperti halnya hakim-hakim di negara-negara 

dengan sistem hukum common law. Bila tidak demikian maka ketika ada 

sebuah perkara dimana hukumnya tidak ada atau tidak jelas maka keragu-

raguan hakim untuk membuat sebuah penemuan hukum akan berakibat 

tidak terwujudnya keadilan bagi pihak yang dirugikan. 

2. Indonesia perlu untuk membuat kodifikasi hukum perdata nasionalnya 

sendiri yang baru. Hukum perdata Indonesia secara umum masih 

berdasarkan pada BW lama peninggalan zaman kolonial Belanda yang 

dirancang sebelum tahun 1848. Ketentuan hukum yang dibuat pada era 

tersebut jelas tertinggal dalam mengikuti perkembangan hukum perjanjian 

dunia di era modern ini. 

3. Para pembentuk undang-undang kita harus sering melakukan 

perbandingan hukum dengan negara-negara lain, khususnya dengan 

negara-negara dimana tertib hukumnya sudah baik dan budaya hukumnya 

sudah maju. Perbandingan hukum dengan negara-negara maju adalah 

sebuah metode pembelajaran yang sangat baik untuk mengevaluasi 

kekurangan-kekurangan yang ada pada hukum positif Indonesia. 
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